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Kepada

l. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi/GubernuP Kepala Daerah Propin-

T s

. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogja-
Eaptog

5, Semua Dewan Pemerintah Dasrah Satientara
Kabupaten/Xota Besar/Kota Vetjil.

l,. Badan Pemerintahan Horinn Ketupradja
Djakarta Raja,- i
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22/12/15. mangeal: 7 Oktoher 1955.- Lampiran : dua.

Turan pecawail dacsrah otonoom.-
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Berhubung dengan beberapa pertanjaan mengenai kedjadian-
kedjadian jang bersifat in¢ldenteel jang berhubungan dgngén
iuran pensiun teprsgbut dalam pasal 17 Undang-undang No,.20
tahun 1952 dan P.P.%0.19/1952 jang achir-achir ini diadjukan
oleh sementare daerah’bersama ini kami sampaikan dengan hor-
mat kepada Dewan Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan

Saudara {
Pegawal, Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung tel.Z5 April

1955 ¥o.K.8/29/5 perihal "Turan pegawai daereh otonoom" se-
bagal djawaban atas surat Dewan Pemerintah Daerah Fulau Sum-
bawa tgl.2% pPebruari 1355 No.l1238/3/1 jang salinannja diser-
takan pula bersama ini,, untuk mendjadi maklum dan dipedomani
dlulem hal-hal jang sama.
Perlu kiranja disini kami tambahkan pendjelasan,bahwa

batss tangeal 1-1-1955 jang disebut dalam alinea terachir surat
vgpala Tantor TTrusan Porawai dimaksud diatas,dengan sendirinja

tidak berlaku untu% semua daerah,karena batas masa itu harus

sesual dengan tanggal ~ulai berlakunja Peraturan daerah jang
konkordan dengan P.r.No0.19/1952 tanggal mana masing2 daerah
bebas untuk menetapkannja, akan tetapi padp umumnja sesudah
mulai berlakunja P.P.No.19/1952 (1-3-1952).,
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Berhubung dengan beberapa pertanjaan mengenal kedjadian-
kedjadian jang bersifat inc¢identeel jang berhubungan dgngsn
iuran pensiun tepsgbut dalam pasal 17 Undang-undang No,.20
tahun 1952 dan P.P.N0.19/1952 jang achir-achir ini diadjukan
olah sementara daerah’bersama ini kami sampaikan dengan hor-
mat kepada Dewan Saudara salinan surat Xepala Kantor Urusan

Saudara !
Pegawal, Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung tel.25 April

1955 No.K.8/29/5 perihal "Iuran pegawal daerah otonoom" se-
bagai djawaban atas surat Dewan Pemerintah Daerah Fulau Sum-
bawa tgl.23 rPebruari 1355 No.1238/5/1 jang salinannja diser-

takan pula bersama ini,, untuk mendjadi maklum dan dipedomani
dulum hal-hal jang sama.

Perlu kiranja disini kami tambahkan pendjelasan,bahwa
bates tangsal 1-1-1255 jang disebut dalam alinea terachir surat
vgpala "antor TTrusan Perawai dimaksud diatas,dengan sendirinja
tidak berlaku untulr semua dasgrah,karena batas masa itu harus
sesual dengan tanggal ~ulai berlakunja Peraturan daerah jang
konkordan dengan P.P.N0.19/1352 tangegal mana masing?2 daerah
bebas untuk menetapkannja, akan tetapl pada unumnja sesudah
mulai berlakunja P.P.N0o.19/1952 (1-3-1952).
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